BAB Il

METODE PENELITIAN

A.Tipe dan Desain Penelitian
Tipe penelitian ini adalah "Normatif - Empiris”. Tipe
Normatif digunakan untuk mengkaji dasar-dasar teori hukum
yang ada dan bahan hukum (perundang-undangan) dalam
memecahkan permasalahan penelitian yakni penggunaan
Saksi A Decharge sebagai hak tersangka pada tahap
penyidikan. Tipe Empiris digunakan untuk menggambarkan
temuan penelitian secara utuh atas kondisi riil yang terjadi di
lapangan.
Desain penelitian adalah studi kasus (Soekanto,
2005) 25, yakni mengkaji permasalahan pokok secara
mendalam dari aspek normative/hukum pidana dan sosiologi
hukum, yang dirancang untuk tujuan analisis secara normatif
dan empiris berdasarkan logika dan argumentasi hukum.
Selain itu, juga dilakukan survei untuk menemukan
fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan yang selanjutnya
dianalisis solusinya.
B.Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yakni
April - Mei 2013 di Pengadilan Negeri Merauke Kabupaten
Merauke Provinsi Papua. Pemilihan lokasi penelitian ini

didasarkan pada pertimbangan bahwa, tidak jarang hak-hak

tersangka untuk mendatangkan saksi A De Charge ditolak oleh
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oknum Penyidik tanpa alasan yang jelas.

C.Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini antara lain : Penyidik Polri

di Polresta Merauke, tersangka, dan saksi a de charge.

D.Jenis dan Sumber Data

Menyangkut jenis dan sumber data yang digunakan

untuk menjadi bahan analisis, yaitu:

1.Data Primer yang bersumber dari hasil wawancara mendalam

dengan sejumlah informan.

2.Data Sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer,

sekunder dan tersier.

a.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat
dan bersumber dari dokumen resmi, seperti: peraturan
perundang

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer;
yang bersumber dari bahan pustaka atau karya tulis
ilmiah di bidang hukum.

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberi
petunjuk atau penjelasan (sistem dan prosedur)
terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang

bersumber dari kamus hukum.



E.Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
menurut prosedur berikut :

1. Wawancara, yakni melalui wawancara langsung dan
berstruktur serta mendalam (in depth interview) dengan
informan untuk menggali informasi mengenai penggunaan
Saksi A de charge sebagai hak tersangka pada tahap
penyidikan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan
pedoman wawancara.

2. Dokumentasi, yaitu melalui kajian literatur, dokumen,
laporan hasil penyidikan dan pemeriksaan perkara

pidana.

F.Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan kemudian dianalisis
dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk
menjawab pokok permasalahan yang diajukan dalam
penelitian ini, dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Data yang
terkumpul, diolah kemudian dianalisis. Dalam pengolahan data,
data primer yang berasal dari jawaban informan,
diinterpretasikan dan dianalisis secara kualitatif. Penarikan
kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yakni dari

hal khusus ke hal umum.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
E.Impelementasi Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)
dalam Proses Penggunaan Saksi A De Charge Sebagai
Hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana
Umum
Penggunaan saksi a de charge sebagai suatu fasilitas
yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa untuk
mendapatkan keringanan atas kasus tindak pidana umum
yang dihadapinya. Oleh karena itu, baik tersangka maupun
penyidik perlu melakukan koordinasi dan kerjasama untuk
menghadirkan saksi a de charge guna menggali informasi
yang lebih seksama dan jelas mengenai kebenaran suatu
tindak pidana.
Berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Polres
Merauke , diperoleh gambaran antara lain :
1.Kasus atau perkara pidana yang melibatkan sejumlah
tersangka namun dalam proses pemeriksaan perkara
pidananya oleh penyidik tidak menghadirkan saksi a de
charge

Sehubungan dengan hal tersebut, Aiptu Achmad



Nurung , salah seorang penyidik di Polresta Merauke

mengungkapkan bahwa :

Saya sudah lebih dari sepuluh tahun bertugas di
Polresta Merauke dan aktif melakukan tugas
penyidikan terhadap pelaku atau tersangka suatu
perkara pidana. Saya sudah melakukan tugas
penyidikan terhadap berbagai kasus pidana, dan
seingat saya, jarang saya memeriksa saksi
meringankan atau saksi a de charge. Terkadang
saya menanyakan kepada tersangka kalau
perkaranya memerlukan saksi meringankan, dan
kalau dianggap tidak perlu maka  saksi
meringankan itu juga tidak diusahakan.
Sebenarnya begini, bukan kami penyidik tidak mau
meminta menghadirkan saksi a de charge tapi
seringkali tersangka dan saksi susah dimintai
keterangan dengan jujur karena terkadang suka
mengarang ceritera. Tersangka juga terkadang
kami perlakukan kasar kalau tidak mau mengakui
perbuatannya. Jadi saya dan teman-teman
penyidik lainnya terkadang tidak percaya pada
tersangka, dan kalau sudah begitu saya malas
meminta menghadirkan saksi meringankan.
Kalaupun kita berusaha meminta dan
menghadirkan saksi meringankan tersangka,
banyak yang tidak mau atau terkesan takut
dimintai keterangan, tidak mau jadi saksi
meringkan. (hasil wawancara 22 April 2013).

Bripka Hariyanto, salah seorang penyidik

mengungkapkan bahwa :
Pengalaman saya selama menjadi penyidik dan
menyidik suatu perkara pidana umum, saya dan
teman seringkali sulit mencari saksi termasuk saksi
meringankan. Biasa kalau kita datang di TKP,
orangorang yang kita minta jadi saksi pada tidak
mau, menghindar. Kita Tanya kepada tersangka,
siapa kira-kira yang bisa jadi saksi. Setelah
tersangka memberikan beberapa nama, Kkita
datangi yang bersangkutan, eh ternyata menolak
menjadi saksi. Macam-macam alasannya, ada
yang mengaku tidak tahu, ada yang takut. Saya
dan teman penyidik lainnya juga tidak bisa
maksakan orang jadi saksi kalau tidak mau.
Adakalanya kami menggunakan pendekatan



persuasif agar ada yang mau menjadi saksi, tapi
hanya sedikit yang bersedia. Jadi serba salah lah.
Disisi lain kami penyidik diminta untuk cepat-cepat
menyelesaikan hasil pemeriksaan dan melaporkan
ke JPU. Kalau sudah begitu, kami terpaksa harus
cepat-cepat merangkum keterangan tersangka
dalam BAP karena kami sudah didesak (hasil
wawancara 25 April 2013).

Bripka Salmon Dumgair, salah seorang penyidik

mengungkapkan bahwa :

Sebenarnya kalau menyangkut penggunaan saksi,
kami penyidik selalu mengusahakan saksi dari
pihak korban dan juga saksi dari tersangka. Kalau
dari pihak korban, korban biasanya mengajukan
saksi yang dianggap bisa memberatkan
tersangka. Demikian juga ada tersangka
mengajukan saksi yang meringankan dirinya.
Penggunaan saksi-saksi tersebut biasanya
disesuaikan dengan jenis perkaranya. Kalau
perkaranya tergolong berat, biasanya kami
penyidik meminta dihadirkan saksi dari kedua
belah pihak. Cuma persoalannya, kami penyidik
sering diburu waktu untuk menyelesaikan
pemeriksaan dan diminta segera menyelesaikan
BAP karena sudah diminta JPU. Sedangkan untuk
memeriksa semua saksi memerlukan waktu. (hasil
wawancara 27 April 2013).

Tanggapan beberapa penyidik lainnya, umumnya
sepakat bahwa, menghadirkan saksi meringankan atau
saksi a de charge butuh waktu dan tenaga, dan terkadang
mereka kesulitan mencari dan menemukan saksi
meringankan karena jarang ada yang mau menjadi saksi.

Dalam kaitan itu, beberapa tersangka di Lembaga

Pemasyarakatan Kabupaten Merauke memberikan

tanggapan yang beragam. Ada yang menyatakan tidak



tahu tentang saksi a de charge atau saksi meringankan
bagi dirinya, dan ada pula yang menyatakan pernah
meminta kepada penyidik untuk menghadirkan saksi
meringankan bagi dirinya namun ditolak oleh oknum
penyidik. Selain itu, juga ada yang menyatakan senang
karena ada saksi meringankan dalam pemeriksaan
perkara pidananya.

Saferius Gebse, salah seorang tersangka

mengungkapkan bahwa :

Tahun lalu saya ditangkap dan ditahan oleh polisi
karena terlibat suatu kasus pidana. Ketika saya
ditahan, saya diinterogasi dan dipaksa mengaku
oleh penyidik. Walaupun saya bersalah namun
ada beberapa hal yang saya tidak lakukan namun
dipaksa mengakui. Saya dipaksa mengikuti
kemauan penyidik, kalau tidak saya dipukul,
ditendang dan disiksa. Saya tak tahan disiksa dan
akhirnya saya pasrah. Saya tidak pernah dimintai
menghadirkan saksi yang meringankan. Saya ini
buta hukum, dan saya tidak tahu itu saksi
meringankan. Saya tidak didampingi pengacara,
karena saya tidak punya wuang untuk bayar
pengacara (hasil wawancara 1 Mei 2013).

Natalis Ngaliwit, salah seorang tersangka

mengungkapkan bahwa :

Bagaimana ya, saya ini tidak tahu persoalan
hukum. Ketika saya ditangkap dan ditahan oleh
polisi, saya pasrah saja. Saya dipukul, ditendang,
disiksa saya pasrah. Saya tidak tahu apa-apa
tentang saksi. Lagian saya tidak punya uang
untuk bayar pengacara (hasil wawancara 1 Mei
2013).

Yulius Beagaimu, salah seorang tersangka



mengungkapkan bahwa :

Saya baru ditahan empat bulan lalu. Saya sudah
beberapa kali diperiksa oleh penyidik, tapi
penyidik tidak pernah menanyakan kepada saya
untuk menghadirkan saksi meringankan. Saya
juga takut nanti ditolak. Sedangkan saya
ditanya-tanya sering dibentak. (hasil wawancara 3
Mei 2013).

Randy, salah seorang tersangka mengungkapkan

bahwa :
Saya pernah tanya ke penyidik bahwa saya punya
saksi yang tahu kejadian perkara saya yang
sebenarnya. Tapi penyidik bilang nanti. Hingga
saya disidang, tidak pernah penyidik menanyakan
saksi yang pernah saya sampaikan (hasil
wawancara 3 Mei 2013).

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan
beberapa warga masyarakat di Kota Merauke
mengungkapkan bahwa, diantara mereka ada yang
bersedia menjadi saksi, namun setelah mendengar
pengalaman orang yang pernah menjadi saksi, akhirnya
mereka menolak atau berusaha menghindar jika diminta
menjadi saksi.

Freddy, salah seorang warga masyarakat yang
pernah menjadi saksi seorang tersangka mengungkapkan
bahwa :

Sepupu saya kan terlibat suatu kasus pidana,

saya menawarkan diri menjadi saksi. Awalnya

saya berharap bisa memberikan keterangan

sejujurnya dan sejelas-jelasnya, tapi setelah di

ruang kantor polisi, saya dibentak, diintimidasi.

Saya tidak dipukul tapi saya ditakut-takuti dan

diancam, akhirnya saya jadi gugup dan takut
(hasil wawancara 6 Mei 2013).



Yohan, salah seorang warga masyarakat

mengungkapkan bahwa :

Saya pernah didatangi oleh beberapa orang polisi
untuk menjadi saksi atas suatu kasus. Awalnya
saya tidak ada beban karena polisi itu bilang
bantuan saya sangat dibutuhkan. Di Kantor Polisi,
saya diserang berbagai pertanyaan, seolah-olah
saya pelakunya. Saya jadi deg-degan atau takut.
Kalau saya salah menjawab langsung dibentak.
Saya malah jadi was-was karena saya ditekan
untuk memberikan keterangan yang dimaui oleh
polisi. Saya sulit menjawab dengan benar, saya
gugup dan ingin cepat pulang karena saya sudah
tidak tahan diserang terus pertanyaan, apalagi
pengetahuan hukum saya sangat kurang (hasil
wawancara 6 Mei 2013).

2.Kasus atau perkara pidana dengan tersangka tertentu

dan dalam proses pemeriksaan perkara pidananya oleh
penyidik menghadirkan saksi a de charge

Sehubungan dengan hal tersebut, Briptu Regina

Dimara, salah seorang penyidik di Polresta Merauke

mengungkapkan bahwa :
Saya pernah ditugaskan menyidik suatu perkara
dengan tersangka Yoseph Elmas. Dalam
pemeriksaan, setelah memperoleh banyak
keterangan dari tersangka, saya minta si
tersangka menunjuk orang sebagai saksi yang
dapat meringankan kasusnya. Akhirnya @ si
tersangka memberikan beberapa nama, dan saya
dan teman mendatangi alamat dan nama yang
disampaikan oleh si tersangka. Ada tiga orang
yang kami datangi, namun hanya satu orang yang
bersedia. Saya meminta yang bersangkutan
datang di kantor untuk dibuatkan laporan atas
kesaksiannya. Lalu saya dan rekan menyusun
BAP termasuk keterangan saksi meringankan tadi.
Dalam perkembangannya di persidangan,
tersangka atau terdakwa yang bersangkutan



dinyatakan bebas oleh putusan hakim (hasil
wawancara 8 Mei 2013).

Dalam kaitan itu, hasil wawancara dengan Yakobus
wakarmamu, salah seorang saksi a de charge

mengungkapkan bahwa :

Saya sebenarnya sangat senang karena
kesaksian saya bisa meringankan Yosep Elmas.
Saya dan dia saling kenal dengan baik. Saya
diminta polisi, penyidik untuk menjadi saksi. Tanpa
pikir panjang saya menyatakan kesediaan.
Besoknya saya datang di Kantor Polisi dan saya
dipanggil ke salah satu ruangan oleh Pak Daniel.
Ada dua jam saya dimintai keterangan, dan saya
jelaskan apa adanya. Saya agak merasa nyaman
karena penyidik lebih santai dan suka bercanda.
Tidak ada tekanan-tekanan apapun yang saya
terima, hanya sekali-kali saya dipancing dengan
pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Tapi semuanya
saya dapat atasi hingga tidak ada lagi keterangan
yang diminta dari saya. Sebelum saya pulang,
saya minta izin untuk menjenguk Yosep elmas
yang ditahan, dan saya diizinkan. (hasil
wawancara 11 Mei 2013).

Hasil wawancara dengan Yosep Elmas

mengungkapkan bahwa:
Saya memang tidak bersalah dan tidak melakukan
kejahatan seperti yang dituduhkan, makanya
ketika saya ditangkap oleh polisi saya bingung.
Saya takut melawan petugas. Ketika saya ditahan,
kebetulan ada keluarga pengacara, dia yang
mendampingi saya. Saya ditanya siapa yang tahu
kejadian, saya bilang ada beberapa orang teman
saya termasuk Yakobus. Pengacara yang
kebetulan keluarga dekat bilang tenang saja. Saya
tidak tahu tentang saksi meringankan. Pengacara
yang urus semua dengan penyidik. Makanya saya
juga kaget ketika datang Jhonny menjenguk saya
dan dia bilang sudah memberikan keterangan di
depan penyidik. Saya bilang terima kasih atas
bantuannya. Saya sangat senang ketika Hakim
menyatakan saya bebas (hasil wawancara 15 Mei



2013).

Analisis Proses Penggunaan Saksi A De Charge

Sistem peradilan pidana pada dasarnya menghendaki
agar seluruh proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara
pidana dilakukan secara terintegratif dan komprehensif agar
tidak timbul suatu permasalahan yang dapat merugikan
kepentingan proses peradilan itu sendiri, dan pihak-pihak
yang berperkara serta kepentingan penegak hukum.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, sudah
ditetapkan mekanisme (sistem dan prosedur) atau
tahapannya, dan salah satu tahapan yang sangat penting
adalah pra-adjukasi. Tidak ada suatu perkara pidana yang
dapat memasuki tahap adjukasi dan post adjukasi tanpa
melalui tahapan pra adjukasi tersebut. Dengan kata lain,
tidak ada suatu perkara pidana dapat menemui
penyelesaian tanpa dilakukan pra-adjukasi.

Secara umum, di dalam tahap pra-adjukasi, aspek
paling utama dan penting yakni penyidikan, yang dilakukan
setelah penyelidikan. Penyelidikan sebagai suatu proses
mencari dan menemukan peristiwa pidana, atau dalam
bahasa research sebagai proses mengidentifikasi dan
membangun hipotesis, dan setelah adanya dugaan atau

hipotesa mengenai tindak pidana, maka ditingkatkan kepada



tahap Penyidikan.

Proses dalam tahap penyidikan bukanlah persoalan
mudah dan ringan, sebab ia menyangkut kegiatan mencari
dan mengumpulkan barang bukti sebanyak-banyaknya
sebagai bahan informasi (data dan fakta) dan pengambilan
keputusan bagi penyidik untuk menentukan posisi kasus
atau perkara pidana, baik korban, kejadian terlebih pelaku
atau tersangkanya. Setelah tersangkanya ditetapkan, maka
penyidik mempunyai tugas yang tidak ringan untuk membuat
terang perkara pidananya.

Sehubungan dengan upaya membuat terang perkara
pidana atas suatu persangkaan terhadap pelaku tindak
pidana atau tersangka, maka penyidik diwajibkan untuk
melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Secara umum,
ada dua jenis saksi dalam perkara pidana, yakni saksi a
charge (saksi memberatkan tersangka yang biasanya
digunakan oleh korban) dan saksi a de charge (saksi
meringankan yang digunakan oleh dan menjadi hak
tersangka).

Permasalahan yang masih banyak terjadi adalah
kesaksian yang meringankan tersangka yang tidak jarang
diabaikan atau dikesampingkan oleh penyidik, sebaliknya
kesaksian yang memberatkan tersangka cenderung lebih

banyak dikedepankan. Hal ini tentu menimbulkan



ketidakadilan dalam proses peradilan pidana. Tersangka
dan korban yang pada esensinya memiliki kedudukan yang
sama di depan hukum dan sama-sama berhak atas keadilan,
namun tidak jarang hak-hak tersangka terkesampingkan
atau sengaja diabaikan.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam
banyak kasus, tidak sedikit tersangka tidak terpenuhi
hak-haknya untuk menghadirkan saksi meringankan (saksi a
de charge). Sebaliknya, hanya sebagian kecil tersangka
mendapatkan hak-haknya dengan saksi a de charge. Hal ini
mengisyaratkan bahwa, terkesan masih ada praktek
diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak korban dan hak-hak
tersangka.

Merenungkan lebih jauh, kehadiran saksi a de charge
pada esensinya bukan hanya memenuhi hak-hak tersangka
namun juga memenuhi kepentingan dan keadilan tersangka
dalam proses peradilan pidana. Hal ini berarti bahwa,
dengan tidak adanya saksi a de charge berarti hak-hak,
kepentingan dan keadilan sudah dirampas terlebih dahulu
sebelum perkara pidananya diproses lebih lanjut.

Berdasarkan temuan hasil  penelitian, proses
penggunaan saksi a de charge dikalangan tersangka dapat
digambarkan berikut.

Pidana
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Skema tersebut menunjukkan fenomena - fenomena
dalam proses penggunaan saksi a de charge yang dapat
dideskripsikan berikut :

1) Penyidik kurang memberikan perhatian untuk
menghadirkan saksi a de charge, dan tersangka
yang tidak didampingi penasihat hukum atau
pengacara tidak mengetahui hak-haknya mengenai
saksi meringangkan, dan pada sisi lain, ada saksi
yang tidak bersedia memberikan kesaksian dengan
alasan-alasan tertentu.

2) Penyidik memberikan perhatian untuk
menghadirkan saksi a de charge namun tidak
merealisasikannya karena pertimbangan waktu,
dan tersangka yang tidak didampingi pengacara
mengetahui hak-haknya mengenai saksi

meringangkan namun kesulitan mengajukannya ke



penyidik, dan pada sisi lain, ada saksi yang
bersedia memberikan kesaksian namun tidak

pernah dipanggil untuk memberikan kesaksian.

3) Penyidik memberikan perhatian untuk
menghadirkan saksi a de charge dan
merealisasikannya, dan tersangka tidak
mengetahui hak-haknya mengenai saksi

meringangkan namun didampingi penasihat hukum,
dan pada sisi lain, ada saksi yang bersedia
memberikan kesaksian.

Dari fenomena tersebut diperoleh gambaran bahwa,
faktanya ada tersangka tidak mengetahui hak-haknya untuk
memperoleh saksi meringankan dan tidak didampingi
penasihat hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa, penyidik
belum melaksanakan kewajibannya untuk memberitahukan
secara langsung kepada tersangka mengenai hak-haknya
tersebut, dan hal ini merupakan pelanggaran Pasal 116 ayat
(3) KUHAP mengenai hak-hak tersangka khususnya
memperoleh saksi yang menguntungkan (saksi a de
charge).

Dari ketidaktahuan tersangka mengenai hak-haknya
kemudian diperparah oleh sikap dan perilaku oknum
penyidik yang lalai ataukah sengaja tidak menyampaikan

hak-hak tersangka untuk menghadirkan saksi meringankan.



Demikian pula tersangka yang tidak didampingi oleh
penasihat hukum merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 50-68 KUHAP.

Fakta juga menunjukkan bahwa, ada saksi
meringankan yang sepatutnya memberikan kesaksian
meringankan namun tidak bersedia hadir memberikan
keterangan dengan alasan takut. Dalam konteks ini, saksi
dapat dianggap melanggar ketentuan Pasal 224 KUHAP
dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan
bulan.

Orang yang tidak mau menjadi saksi padahal ia
melihat sendiri suatu peristiwa tindak pidana maka orang
tersebut dapat dikatakan tidak taat dan sadar hukum.
Karena ia telah menghambat jalannya proses penegakan
hukum. Saksi merupakan pihak yang telah terlibat dalam
perkara pidana. la menduduki peran dan fungsi yang
penting dalam suatu pemeriksaan perkara di sidang
pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan
sulit diungkap kebenarannya. Maksud menanyai saksi
adalah memberikan kesempatan untuk menyatakan bahwa
tersangka tidak bersalah, ataupun jika bersalah mengakui
kesalahannya.

Terlepas dari adanya sanksi hukum atas

ketidaksediaan seseorang menjadi saksi, namun



permasalahan yang timbul bahwa, ketidaksediaan tersebut
karena alasan takut. Seseorang yang takut pada sesuatu
khususnya dalam memberikan kesaksian yang diperlukan,
tentunya mempunyai alasan tertentu untuk menjadi takut.
Adanya saksi yang takut memberikan kesaksian
mengisyaratkan masih adanya hal-hal yang kurang/ tidak
beres dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik. Tidak
jarang ada orang tidak bersedia menjadi saksi karena takut
diintimidasi atau diancam, bahkan takut dijadikan tersangka,
sehingga ketidaksedian itu cukup beralasan.
Permasalahannya bahwa, di dalam KUHAP belum ada
pengaturan yang jelas mengenai sebab-sebab dan
halangan-halangan seseorang membatalkan kesaksian atau
ketidaksediaan menjadi saksi karena adanya faktor
ketakutan. Oleh karena itu, ancaman pidana pada Pasal 224
KUHAP mengenai ketidakhadiran saksi perlu ditinjau dan
diselaraskan dengan dinamika perkembangan penyidikan.
Menurut hemat penulis, jika ada ancaman pidana bagi
saksi yang menolak hadir memberikan keterangan, maka
seharusnya pula ada ancaman pidana bagi penyidik yang
menimbulkan ketakutan bagi saksi untuk bersaksi. Dengan
kata lain, kebijakan hukum khususnya KUHAP harus
menjamin kepastian hukum terhadap kegiatan pemberian

kesaksian bebas dari hal-hal yang berpotensi dapat



menimbulkan rasa takut bagi saksi.

Fakta menunjukkan bahwa, dalam penggunaan saksi
a de charge, ada saksi yang bersedia memberikan
kesaksian yang meringankan tersangka, namun justeru
cenderung dikesampingkan atau diabaikan atau tidak
pernah dipanggil oleh penyidik. Dalam kaitan itu, ada
tersangka mengetahui hak-haknya dan mengajukan
penggunaan saksi a de charge namun diabaikan. Hal ini
mengisyaratkan bahwa, penggunaan saksi a de charge
masih cenderung didasarkan pada selera, kesengajaan
ataupun kelalaian.

Permasalahannya bahwa, belum ada sanksi hukum
terhadap penyidik yang sengaja, ataupun lalai
menghadirkan saksi a de charge. Hal ini perlu
dipertimbangkan oleh pembuat Undang-Undang untuk
meninjau ulang KUHAP dengan menambahkan ketentuan
mengenai sanksi hukum atas kesengajaan atau kelalaian
penyidik menghadirkan saksi a de charge. Hal ini penting
untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap
lancarnya penggunaan saksi a de charge.

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Yahya
Harahap (2001: 138), permintaan mendatangkan saksi yang
menguntungkan haruslah dilakukan dengan pertimbangan

yang wajar, bukan dengan maksud untuk memperlambat



jalannya pemeriksaan, atau dilakukan dengan iktikad buruk
untuk mempermain-mainkan pemeriksaan.

Permintaan tersangka ataupun penasihat hukumnya
untuk menghadirkan saksi a de charge sebagai saksi yang
menguntungkan atau meringankan tersangka, dalam
kenyataannya masih terkadang dipermainkan oleh oknum
penyidik, bahkan adakalanya dianggap dapat memperlambat
pemeriksaan karena membutuhkan waktu dan proses yang
lama untuk mencari, menemukan, memanggqil,
mendatangkan, dan meminta keterangan.

Di kalangan oknum penyidik, ada yang secara tidak
langsung menolak untuk menghadirkan atau mendatangkan
saksi a de charge dengan alasan terdesak oleh waktu untuk
segera menyelesaikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan
menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada
satu sisi, alasan tersebut cukup beralasan sebab proses
penyidikan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, namun
disisi lain, alasan tersebut tidak jarang terkesan dibuat -
buat sebab waktu yang tersedia kurang dimanfaatkan
dengan baik untuk melancarkan pemeriksaan.

Mengacu kepada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006
Pasal 1 ayat (1), peran saksi sangat penting untuk dapat
memberikan keterangan bukan hanya untuk kepentingan

penyidikan namun juga untuk kepentingan penuntutan dan



pemeriksaan di Pengadilan. Keterangan saksi menjadi salah
satu alat bukti yang sangat penting dan yang paling utama
terutama dalam menemukan kebenaran materiil pada
perkara pidana. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi
penyidik untuk tidak menggunakan saksi a de charge.

Penyidik senantiasa dituntut untuk memenuhi
ketentuan Pasal 184 KUHAP khususnya mengenai
penggunaan keterangan saksi a de charge yang
meringankan tersangka atau terdakwa, yang diajukan oleh
terdakwa atau penasihat hukum. Namun dalam
kenyataannya, tidak sedikit tersangka yang tidak didampingi
penasihat hukum dan juga kurang memahami hak-haknya,
justeri oleh oknum penyidik juga diabaikan atau melalaikan
kewajibannya untuk menyampaikan hak-hak tersangka
perihal saksi a de charge.

Ada oknum penyidik yang cenderung Kkurang
mematuhi amanat Pasal 116 ayat 3 KUHAP bahwa, kepada
tersangka ditanyakan apakah tersangka menghendaki saksi
yang meringankan atau disebut dengan saksi A De Charge
ini. Bila saksi menghendaki adanya saksi A De Charge, maka
penyidik harus memeriksanya dicatat dalam berita acara
dengan memanggil dan memeriksa saksi tersebut.
Realitasnya, tidak sedikit oknum penyidik yang tidak pernah

menanyakan kepada tersangka mengenai hak-hak



tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan
atau saksi A De Charge.

Permasalahan yang masih terkadang terjadi adalah
adanya konflik kepentingan antara Penyidik dan tersangka
(termasuk penasihat hukum bilamana tersangka didampingi
oleh penasihat hukum). Di satu sisi, tersangka dan/ atau
penasihat hukumnya meminta pemanggilan saksi a de
charge namun disisi lain, oknum penyidik menolak dengan
alasan atau pertimbangan-pertimbangan tertentu. Akibatnya,
konflik kepentingan tak terhindarkan.

Konflik juga tidak jarang terjadi antara penyidik,
tersangka/ penasihat hukum dan Penuntut Umum Kkarena
saksi a de charge yang dicantumkan dalam surat
pelimpahan perkara kurang sesuai dengan yang diajukan
oleh tersangka/ penasihat hukum ketika masing-masing
pihak menghadapkan saksi untuk diperiksa.

Penulis sepakat dan sejalan dengan temuan
penelitian bahwa, pengajuan saksi A De Charge
memungkinkan bagi tersangka dapat dijatuhi hukuman yang
seringan-ringannya atau bahkan diputus bebas. Hal tersebut
bukan sesuatu yang tidak mungkin karena dalam
pembuktian selain berdasar ketentuan Undang-undang juga
berdasar keyakinan Hakim.

Penulis juga sepakat dengan Andi Hamzah (2008:



265) bahwa, para penyidik harus benar-benar selektif untuk
memilih untuk memeriksa saksi-saksi yang berbobot sesuali
dengan patokan landasan hukum yang ditentukan, yang
dianggap memenuhi syarat keterangan saksi yang yustisial.
Hal ini cukup beralasan sebab, tidak jarang ada oknum
penyidik yang menganggap pemeriksaan saksi a de charge
hanya sebagai formalitas belaka kemudian keterangannya
direkayasa sedemikian rupa.

Mencermati lebih jauh mengenai hak tersangka dalam
pengajuan atau penggunaan saksi a de charge pada proses
penyidikan, bukan semata-mata sebagai hak yang diberikan
oleh hukum atau Undang-Undang melainkan sudah menjadi
hak azasi dasar atau menjadi bagian integral dari HAM. Hal
ini mengisyaratkan bahwa, jika oknum penyidik
mengabaikan atau menolak penggunaan saksi a de charge
tersebut berarti ia (oknum penyidik) melanggar hak azasi
tersangka. Namun masalahnya, sanksi hukum atas hal
tersebut belum jelas.

Dalam proses penyidikan dan penggunaan saksi a de
charge, tersangka maupun saksi berhak untuk memperoleh
perlakuan yang manusiawi, berhak mengungkapkan
pendapat baik lisan maupun tertulis, berhak untuk diam,
dalam artian tidak memberikan pengakuan atau pernyataan,

berhak untuk memperoleh bantuan hukum.



Penggunaan saksi a de charge yang menjadi hak
tersangka yang demikian juga selaras dengan amanat Pasal
50 - 68 KUHAP, terutama hak untuk diberitahukan dengan
bahasa yang dapat dimengerti, hak untuk memberikan
keterangan secara bebas, hak untuk mendapatkan bantuan
juru bahasa dan bantuan penasihat hukum, pejabat
penegak hukum wajib menunjuk penasihat hukum, hak untuk
menghubungi penasihat hukum.

Hak tersangka mengajukan saksi yang
menguntungkan juga sejalan dengan amanat Pasal 65
KUHAP, yakni berhak untuk mengusahakan dan mengajukan
saksi dan/ atau seseorang yang memiliki keahlian khusus
guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya
atau saksi a de charge atau saksi yang meringankan
tersangka.

Problema yang masih terkadang terjadi bahwa,
pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik kepada Saksi A
De Charge kurang maksimal dituangkan dalam BAP, atau
ada kelalaian menuangkannya dalam berkas perkara hasil
penyidikan ketika diserahkan kepada Penuntut Umum
Pengadilan (PN).

Dalam beberapa kasus, hak-hak tersangka tidak
jarang dilanggar dengan mudah, termasuk surat pernyataan

penolakan penasihat hukum yang telah dipersiapkan



sebelumnya oleh penyidik. Hal ini secara nyata
bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP bahwa dalam
proses perkara pidana kehadiran seorang penasihat hukum
itu “wajib,” sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 1658
K/Pid/1991 tanggal 16 Nopember 1993. Bila tersangka tidak
memiliki penasihat hukum penyidik wajib menunjuk
penasihat hukum untuk mendampingi tersangka.

Pengabaian hak-hak tersangka yang sangat krusial
tersebut terutama oleh penyidik dapat berakibat fatal.
Tersangka dan keluarganya sebagai korban ketidakadilan
terpaksa menelan pil pahit. Hak tersangka tersebut
diantaranya adalah untuk mendapat “bantuan hukum” dari
seorang penasihat hukum (pengacara) mulai dari tingkat
pemeriksaan penyidik polisi sebagaimana diatur dalam Pasal
54 KUHAP.

Apapun alasannya kehadiran penasihat hukum dalam
proses pidana wajib sejak KUHAP diundangkan tahun 1981.
Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1565
K/Pid/1991, tgl. 16 September 1993 menjelaskan
‘Penyidikan yang melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP
menyebabkan hasil penyidikan tidak sah sehingga dakwaan
Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.”

Selanjutnya mengacu kepada Pasal 117 ayat (1)

KUHAP bahwa, keterangan tersangka dan atau saksi yang



diberikan kepada penyidik harus diberikan tanpa tekanan
dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Karena
tersangka dan atau saksi wajib memperoleh perlindungan
hak asasi. Permasalahannya bahwa, sangat minim ada saksi
khususnya saksi a de charge yang memberikan kesaksian di
depan penyidik tanpa tekanan, bahkan terkadang disertai
intimidasi atau ancaman, pemaksaan kehendak, sehingga
tidak jarang pula ada saksi yang merasa ketakutan atau
menolak untuk menjadi saksi. Kondisi demikian juga belum
jelas sanksinya bagi oknum penyidik yang sengaja
mengabaikan kewajibannya tersebut.

Dalam hal pemanggilan saksi a de charge untuk
diperiksa atau dimintai  keterangan oleh penyidik
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 KUHAP, tidak
jarang ada oknum penyidik mengabaikan/ lalai
melaksanakan kewajibannya, sehingga ada saksi yang pada
dasarnya bersedia menjadi saksi a de charge namun tidak
dapat memberikan kesaksian yang meringankan karena
tidak mendapat pemberitahuan ataupun pemanggilan.

Mengacu kepada Pasal 118 ayat (1) dan (2) KUHAP,
maka keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam
berita acara yang ditandatangi oleh penyidik dan oleh yang
memberi keterangan itu setelah mereka menyutujui isinya.

Namun dalam prakteknya, walaupun ada saksi yang merasa



keberatan namun hampir tidak ada saksi yang berani
menolak membubuhkan tanda tangannya karena telah
diancam atau diintimidasi. Oknum penyidik seharusnya tidak
perlu melakukan cara-cara pemaksaan tersebut sebab jika
saksi tidak mau membubuhkan tandatangannya, penyidik
cukup mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut
alasanya.

Mencermati lebih jauh, pemanggilan saksi a de charge
pada dasarya dilakukan dengan alasan karena tersangka
berhak melakukan pembelaan pada dakwaan yang
dituduhkan kepadanya dengan mengajukan seorang saksi,
dan oleh karena itu saksi wajib memperoleh perlindungan
hak asasi. Namun realitasnya, perlindungan hak asasi
terhadap saksi a de charge masih terkadang diabaikan.

Secara keseluruhan dari uraian tersebut dapat

disimpulkan bahwa, proses penggunaan saksi a de charge

sebagai hak tersangka pada tahap penyidikan belum optimal/

efektif. Banyak tersangka belum memahami hak-haknya untuk

memperoleh saksi yang menguntungkan atau meringankan.

Penggunaan saksi a de charge masih cenderung inkonsisten

dan diskriminatif, ambigu, serta penyidik masih sering lalai

menanyakan kepada tersangka mengenai adanya permintaan

pengajuan saksi a de charge.

Di kalangan saksi, ada yang tidak bersedia menjadi



saksi a de charge karena terhambat oleh faktor ketakutan
menjadi saksi dan memberikan keterangan yang
menguntungkan tersangka. Disisi lain, ada yang bersedia
menjadi saksi a de charge namun tidak mendapatkan
panggilan. Penggunaan saksi a de charge cenderung belum
steril dari tindakan dengan cara-cara pemaksaan, pemberian
tekanan, intimidasi dan ancaman, sehingga proses
pengungkapan kebenaran materil suatu perkara pidana tidak
efektif.
Analisis Implementasi Prinsip - Prinsip HAM dalam Proses
Penggunaan Saksi A De Charge

Seiring dinamika perkembangan hukum positif dewasa
ini, sinergitas antara penegakan hukum pidana dalam sistem
peradilan pidana dengan implementasi prinsip - prinsip hak
asasi manusia (HAM) cenderung semakin tak terelakkan. Hal
tersebut pada dasarnya cukup beralasan sebab yang menjadi
subyek hukum dan yang menegakkan hukum adalah manusia.

Konsepsi tentang HAM dan prinsip - prinsipnya telah
menjelma menjadi sebuah tuntutan baru yang progresif secara
universalistik dalam sistem peradilan pidana dan penegakan
hukumnya, sehingga konsepsi mengenai prinsip - prinsip HAM
pun menjadi bagian integral dari proses penegakan hukum
dalam sistem peradilan pidana.

Di dalam sistem peradilan pidana, memuat atau memiliki



adjukasi dan post

adjukasi. Ketiga tahap tersebut pgada esensinya saling
mengait dan mempengaruhi™Ngatu sama MNi, dan karena itu
kgdudukan dan fungsi tahap pra atjukasi semakin penting dan
memainkan peran vital dan strategis.

Pada tahap pra-adjukasi Kkhususnya penyidikan,

terbentuk hubungan antara Penyidik dengan Tersangka atau
Terdakwa serta Saksi dan juga penasihat hukum. Penyidik dan
penasihat hukum sebagai pelaksana hukum, dan tersangka
atau terdakwa dan saksi sebagai subyek hukum, kesemuanya
memiliki tanggung jawab untuk menegakkan supremasi hukum
dan HAM.

Sehubungan dengan proses penggunaan saksi a de
charge dalam sistem peradilan pidana, dapat digambarkan
hubungan hukum dan perlindungan HAM sebagaimana
disajikan berikut.

Sistem RérddiMn
Bl SraN Gl ijam acUHey Wt BoR#200U-an
Hak-hak & kewajiban dalam penegaka

k & kewajiban dalam penggakai % peslgHNARN

LEMBAGA PENEGAK HUKUM ..
Hakim, JPU, Polisi

PENYIDIK Polisi, PPNS

HUBUNGAN

Prinsip « Prinsip  PERLINDUNGAN HAM -~ Prinsip - Prinsip
H A vinpknentasinasional Implementasl 14 A WA



Penasihat Hukum
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Skema tersebut menunjukkan bahwa lembaga peradilan
pidana, Penyidik, tersangka, saksi a de charge dan penasihat
hukum selain mempunyai hubungan hukum juga memiliki
hubungan perlindungan hak asasi manusia (HAM), sehingga
kedua hubungan tersebut sulit dilepaskan dan atau tidak
dapat dipisahkan satu sama lain.

Sebagaimana diketahui bahwa, antara Penyidik dan
Tersangka mempunyai hubungan hukum dalam hal
pemeriksaan perkara pidana pada tahap penyidikan, yang
dalam hal ini Penyidik berhak dan berkewajiban untuk
melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana diamanatkan
dalam UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan KUHAP mengenai kewenangan
Penyidik.

Sebaliknya, Tersangka (Terdakwa) mempunyai
hubungan hukum dengan Penyidik dalam hal kedudukannya
sebagai subyek hukum atau selaku terperiksa sebagai
pembuat pidana serta berhak - berkewajiban memberikan

keterangan guna menerangkan perkara tindak pidana yang



diperbuatnya serta melakukan pembelaan (termasuk dengan
bantuan saksi meringankan (Saksi A de charge) atas dakwaan
yang dialamatkan kepadanya (berdasarkan keterangan
korban dan saksi memberatkan (Saksi A charge).

Selanjutnya, Saksi A de charge mempunyai hubungan
hukum baik dengan Tersangka atau Terdakwa maupun
dengan Penyidik dalam rangka memenuhi keperluan alat bukti
dan menerangkan kebenaran materiel perkara pidana yang
sedang dalam proses pemeriksaan pada tahap penyelidikan -
penyidikan. Demikian pula Penasihat Hukum mempunyai
hubungan hukum dengan Tersangka, Saksi dan Penyidik
dalam hal bantuan hukum.

Dari hubungan - hubungan hukum diantara para pihak
tersebut, melahirkan pula hubungan perlindungan HAM sesuai
prinsip - prinsip HAM sebagaimana telah diatur dalam
beberapa kebijakan hukum dan perundang-undangan (seperti
UUD 1945, Ketetapan MPR, UU No0.39 Tahun 1999) maupun
instrument internasional (seperti Deklarasi HAM PBB, ICCPR).

Permasalahannya bahwa, dalam hubungan hukum dan
perlindungan HAM tersebut, tidak jarang diabaikan prinsip -
prinsip HAM, dengan dimensi-dimensi seperti digambarkan

berikut.
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Berdasarkan skema tersebut, dapat dianalisis lebih
lanjut mengenai implementasi prinsip - prinsip HAM dalam
proses penggunaan saksi A de charge oleh penyidik terhadap
tersangka.

1. Prinsip Keterbukaan
Prinsip keterbukaan dalam penggunaan saksi a de
charge menjadi salah satu hak tersangka. Keterbukaan
juga berarti bahwa antara antara saksi a de charge dan
tersangka subyek hukum dengan penegak hukum

khususnya penyidik harus senantiasa terbangun hubungan



komunikasi yang baik dan transparan satu sama lain.

Sehubungan dengan implementasi prinsip keterbukaan
dalam proses praperadilan yang menjadi salah satu hak
tersangka, Brownlie 216 menyatakan bahwa hak dan
kebebasan dasar menekankan perlunya pemerintah tidak
melakukan apa pun (abstention) berkenaan dengan hak
individu. Pemerintah tidak diperkenankan menganiaya dan
tidak boleh mengizinkan aparatnya menganiaya. Pemerintah
tidak boleh mencampuri kebebasan untuk mengungkapkan
pendapat. Tetapi, itu belum semuanya. Kadang-kadang
pemerintah harus berbuat sesuatu untuk menjamin agar
semua hak dan kebebasan tersebut benar-benar dapat
terwujud.

Mengacu kepada Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP,
maka dalam setiap pemeriksaan perkara pidana oleh
Penyidik terhadap Tersangka, maka Penyidik diwajibkan
bersikap terbuka menyampaikan atau memberitahukan
secara langsung kepada Tersangka mengenai hak - haknya
untuk mengajukan atau menghadirkan Saksi meringankan
atau Saksi A de charge.

Hal tersebut menyiratkan bahwa, di dalam proses
pemeriksaan perkara pidana oleh Penyidik terhadap
Tersangka, maka ada beberapa kewajiban yang dimiliki oleh
Penyidik untuk implementasi prinsip - prinsip keterbukaan
dalam perlindungan HAM, antara lain :

a. Penyidik wajib bersikap terbuka memberitahukan kepada
Tersangka mengenai hak - haknya mengajukan saksi
meringankan ataupun menguntungkan bagi dirinya.

Permasalahannya, seperti dari temuan hasil
penelitian bahwa, walaupun penyidik mengetahui dan
melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (3) (4) KUHAP
tersebut, namun masih ada oknum Penyidik yang secara
sengaja ataupun tidak sengaja, secara langsung
ataupun tidak langsung mengabaikan kewajiban dan
tanggung jawabnya tersebut.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh oknum

216 Brownlie, lan and Goodwin-Gill, Guy (Eds.) 2002, Basic Documents on Human
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Penyidik seperti : Saksi a de charge cenderung
dianggap lebih berpihak kepada Tersangka dan sering
bohong atau sulit diharapkan memberikan keterangan
yang benar, ada saksi tidak siap mental dimintai
keterangan, saksi meringankan diperlukan jika tersangka
atau terdakwa diancam pidana di atas 5 (lima) tahun,
Penyidik tidak menginginkan Tersangka bebas dan
sebaliknya menghendaki agar Tersangka atau terdakwa
dimasukkan ke dalam penjara, dan alasan lainnya
bahwa, Penyidik dapat dianggap gagal atau membuat
rasa malu institusinya jika ternyata tersangka atau
terdakwa dibebaskan. Selain itu, oknum penyidik
menganggap penggunaan saksi a de charge di luar
bantuan hukum sehingga tidak ada kewajiban baginya.
Dari kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa,
ada oknum penyidik sengaja mengembangkan asumsi -
asumsi tertentu yang secara langsung atau tidak
langsung mengabaikan prinsip - prinsip keterbukaan
informasi bagi perlindungan HAM terhadap tersangka

atau terdakwa dan saksi a de charge.

Hal tersebut bertentangan dengan amanat Pasal 14 UU No.39
Tahun 1999 27 mengenai hal setiap orang termasuk
tersangka atau terdakwa dan saksi untuk
mengkomunikasikan adanya saksi meringankan atau
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asumsi maupun tindakan yang dilakukan oleh oknum
penyidik untuk menghambat tersangka atau terdakwa
memperoleh informasi mengenai saksi meringankan atau
menguntungkan, juga berarti oknum penyidik telah menutup
pintu akses bagi seorang warga negara dengan hak -
haknya yang sudah dijamin dalam UU Perlindungan HAM.

Fenomena permasalahan yang berkembang bahwa,
oknum penyidik terkesan sengaja memanfaatkan
ketidaktahuan oknum tersangka untuk memperoleh informasi
mengenai hak - haknya mengajukan saksi meringankan atau
menguntungkan, dan hal tersebut juga bertentangan dengan
amanat Ketetapan MPR No. XIV/MPR/1998 khususnya Pasal
14 dan Pasal 20, 21 ?!® menetapkan hak setiap orang
termasuk tersangka atau terdakwa dan saksi a de charge
atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati
nurani, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi,
serta hak untuk memperoleh, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sikap dan tindakan oknum penyidik yang tidak komunikatif
dalam menyampaikan hak - hak tersangka atau terdakwa
untuk mengajukan saksi meringankan atau menguntungkan,
selain melanggar amanat Pasal 116 ayat (3) (4) KUHAP juga
bertentangan dengan amanat Pasal 34, 36 dan Pasal 42
Ketetapan MPR RI No.XVI/MPR/1998 2!° yakni kewajiban
penyidik untuk menghormati hak asasi tersangka atau
terdakwa, dan kepatuhan terhadap amanat 116 ayat (3) (4)
KUHAP dan demokrasi serta jaminan untuk memperoleh
informasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa, ada tersangka
atau terdakwa mendapat pemberitahuan dari Penyidik
mengenai hak - haknya mengajukan saksi a de charge,
namun ada pula tersangka atau terdakwa lainnya yang tidak

—mendapatperakdandemikian, sehingga ada oknum penyidik
terkesan berperilaku diskriminatif.

Perilaku diskriminatif tersebut bertentangan dengan amanat
Pasal 38 dan Pasal 39 TAP MPR RI No.XVI/MPR/1998 220
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mengenai hak setiap orang termasuk tersangka atau
terdakwa dan saksi a de charge untuk memperoleh
perlindungan dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif,
serta berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang
sama.

Secara keseluruhan dari uraian tersebut
mengindikasikan bahwa, pelaksanaan Pasal 116 ayat (3) (4)
KUHAP mengenai kewajiban penyidik bertanya atau
memberikan informasi secara terbuka kepada tersangka atau
terdakwa mengenai saksi meringankan atau menguntungkan
(A de charge) masih cenderung dilanggar, sehingga prinsip -
prinsip keterbukaan dalam perlindungan HAM juga tidak
optimal.

b. Kondisi tersangka atau terdakwa mengenai hak - haknya
mengajukan saksi a de charge
Permasalahannya, seperti dari temuan hasil
penelitian bahwa, ada tersangka atau terdakwa
mengajukan saksi meringankan atau menguntungkan,
namun ada pula yang tidak pernah memperoleh hak -
haknya tersebut. Tersangka atau terdakwa yang
memperoleh hak - haknya tersebut umumnya didampingi
penasihat hukum, sebaliknya tersangka atau terdakwa
yang tidak memperoleh hak - haknya tidak didampingi
penasihat hukum pada tahap penyidikan.
Kenyataan tersebut mengindikasikan dua hal,
yakni : Pertama, ada faktor ketidaktahuan di pihak

tersangka atau terdakwa, dan Kedua, ada faktor peran

penasihat hukum. Perbandingannya disajikan berikut.
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Skema tersebut menunjukkan bahwa, di kalangan
Tersangka atau Terdakwa, mempunyai latar belakang sosial
budaya (seperti pendidikan) dan ekonomi (kemampuan
pendapatan) yang mempengaruhi pemenuhan hak - haknya
untuk mengajukan Saksi a de charge dan didampingi
Penasihat Hukum.

Tingkat pendidikan tersangka atau terdakwa yang
sebagian besar masih rendah, bahkan dari pandangan
Penyidik bahwa ada tersangka atau terdakwa yang buta

aksara atau tidak dapat membaca, bukan hanya menyebabkan
ketidaktahuan tersangka atas hak - haknya namun juga
menyulitkan penyidik mengkomunikasikan hak - haknya
terutama secara tertulis.

Pengalaman tersangka atau terdakwa yang kurang
mengenai hukum dan hak - haknya menyebabkan tersangka
atau terdakwa cenderung memelihara sikap ketergantungan
dan kapasrahan terhadap apapun tindakan oknum penyidik

terhadapnya, sehingga hak - haknya untuk mengajukan saksi
a de charge juga tidak diketahuinya.

Faktor kemampuan ekonomi yang terbatas menyebabkan
tersangka atau terdakwa tidak tertarik untuk menyewa
Penasihat Hukum yang diperlukan untuk memenuhi
kebutuhannya mengenai bantuan hukum, bahkan di kalangan
tersangka atau terdakwa masih banyak yang tidak mengetahui
peran dan manfaat dari pendampingan bantuan hukum oleh




Penasihat Hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 54 KUHAP.
Kondisi tersebut lebih diperburuk oleh sikap atau perilaku
oknum penyidik yang tidak melaksanakan ketentuan pada
Pasal 56 ayat (1) KUHAP?2! yakni kewajiban Penyidik untuk
menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Tersangka
atau Terdakwa, dan akibat dari kondisi demikian maka
Tersangka atau Terdakwa tidak dapat mengetahui hak

haknya untuk mengajukan permintaan kepada Penyidik untuk
menghadirkan Saksi a de charge sebagaimana diamanatkan
Pasal 116 ayat (3) (4) KUHAP.

Keseluruhan kondisi demikian mengindikasikan bahwa,
selain masih ada pelanggaran hukum, oknum Penyidik juga
masih cenderung mengesampingkan prinsip - prinisip
keterbukaan dalam perlindungan HAM. Dalam konteks
tersebut, tersangka atau terdakwa ikut memberikan kontribusi
terhadap kurangnya implementasi prinsip - prinisip
keterbukaan dalam perlindungan HAM tersebut.

Dari hal tersebut juga dapat dimaknai bahwa, adanya
pelanggaran terhadap amanat Pasal 116 ayat (3) (4) KUHAP
disebabkan oleh kondisi sosial budaya dan ekonomi
tersangka atau terdakwa, sehingga dalam hal ini tersangka
atau terdakwa juga dapat dikatakan ikut memberikan
kontribusi terhadap terjadinya pelanggaran atas hak -
haknya wuntuk menghadirkan saksi a de <charge dan
kurangnya pelaksanaan prinsip - prinsip keterbukaan bagi
perlindungan HAM.

Selanjutnya, fakta penelitian menunjukkan bahwa ada
tersangka atau terdakwa yang mendapat kesempatan
mengajukan saksi a de charge baik karena permintaan
sendiri melalui kuasa hukumnya maupun karena penyidik
memberikan perhatian menunjuk penasihat hukum, namun
ada pula tersangka atau terdakwa yang tidak mendapat
kesempatan mengajukan saksi a de charge baik karena tidak
ada permintaan sendiri, ataupun karena tidak ada penasihat
hukum yang memberitahunya maupun karena penyidik tidak
memberikan perhatian menunjuk penasihat hukum. Hal ini
mengisyaratkan masih adanya praktek diskriminasi terhadap
tersangka atau terdakwa tertentu untuk memenuhi hak -
haknya mengajukan saksi a de charge.
erkait dengan diskriminasi tersebut, sudah disinggung dalam
Pasal 1 UU No0.39 Tahun 1999222 yaknitindakan pembatasan,
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pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak
langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar
status sosial budaya dan ekonomi tertentu yang berakibat
pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan,
pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun
kolektif khususnya dalam hukum.

Bilamana dihubungkan antara kondisi perlakuan yang
dialami oleh tersangka atau terdakwa di wilayah hukum
Polresta Merauke maka dapat dikatakan bahwa tersangka
atau terdakwa mengalami diskriminasi HAM atas hak - haknya
untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dalam
mengajukan saksi a de charge dan mendapatkan bantuan
hukum.

Faktanya, hanya karena tersangka atau terdakwa
tidak tahu menahu tentang hak - haknya, ataukah hanya
karena tidak tahu tulis baca, dan hanya karena tidak
didampingi penasihat hukum, sehingga hak - haknya untuk
mengajukan saksi a de charge cenderung diabaikan oleh
oknum penyidik, sementara tersangka atau terdakwa lainnya
justeru mendapat fasilitas dan hak - haknya tersebut.

Adanya praktek diskriminasi terhadap tersangka atau
terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 dan
angka 6 UU No0.39 Tahun 1999222 mengenai kewajiban dasar
manusia dan pelanggaran HAM. Kewajiban dasar dalam hal
ini adalah kewajiban yang diemban oleh penyidik bertanya
atau memberitahukan kepada tersangka mengenai hak -
haknya untuk mengajukan saksi a de charge, kewajiban
menyediakan atau menunjuk penasihat hukum bagi
tersangka atau terdakwa yang tidak mampu menyewa
pengacara. Atas pengabaian kewajiban dasar tersebut maka
prinsip - prinsip keterbukaan dalam perlindungan HAM sulit
ditegakkan atau dipenuhi.

Adanya praktek diskriminasi dengan cara menghambat,
menghalangi, sengaja mengabaikan hak - hak tersangka

—atau terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge selain
bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 UU No0.39 Tahun 1999
juga bertentangan dengan amanat Pasal 14 UU No.39 Tahun
1999 224 terutama mengenai hak tersangka atau terdakwa




untuk memperoleh akses berkomunikasi dengan penyidik
dan menyampaikan permintaannya serta menggunakana
saluran berupa saksi meringankan atau menguntungkan.

Praktek diskriminasi terhadap tersangka atau terdakwa untuk
mengajukan saksi a de charge tersebut juga bertentangan
dengan Pasal 17 UU No0.39 Tahun 1999 225 terutama
mengenai hak untuk memperoleh keadilan dengan
mengajukan permohonan dalam perkara pidana melalui
proses peradilan khususnya penyidikan yang bebas dan
tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin
pemeriksaan yang objektif oleh penyidik yang jujur dan adil.

Fenomena yang berkembang dari temuan hasil
penelitian bahwa, ada oknum penyidik yang cenderung
menggiring arus perkara atau seolah memaksakan tersangka
atau terdakwa untuk masuk penjara sehingga mengabaikan
amanat Pasal 116 ayat (3) (4) KUHAP, dan akibatnya
mengabaikan asas praduga tak bersalah, dan tersangka
atau terdakwa seolah sudah divonis duluan bersalah oleh
oknum penyidik.

Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 18 UU No0.39
Tahun 199922¢ mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk
dianggap tidak bersalah sebelum dapat dibuktikan
kesalahannya secara sah di pengadilan dan pembelaannya
serta sebelum saksi a de charge dimintai keterangan atau
diperiksa.

Sikap oknum penyidik yang mendiskriminasi tersangka
atau terdakwa tertentu dalam pengajuan saksi a de charge
bertentangan dengan amanat Pasal 34 UU No.39 Tahun 1999
terutama mengenai larangan pengucilan dan Pasal 38

; PR/1998 mengenai perlindungan




perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Dari uraian tersebut mengindikasikan bahwa, kondisi
tersangka atau terdakwa yang berlatar sosial budaya dan
ekonomi yang kurang menggembirakan/ menguntungkan
yang menyebabkan ketidaktahuan atas hak - haknya untuk
mengajukan saksi meringankan atau menguntungkan (A de
charge), belum mendapatkan perlindungan HAM terutama
prinsip keterbukaan.

Secara keseluruhan dari wuraian tersebut dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip - prinsip
keterbukaan dalam hubungan penegakan hukum dan
perlindungan HAM atas hak - hak tersangka atau terdakwa
mengajukan Saksi A de charge, adalah tidak optimal.

Realitas tersebut selaras dengan Brownlie tersebut
diatas, yang ©pada intinya menekankan kewajiban
pemerintah khususnya penegak hukum yang terlibat dalam
penggunaan saksi a de charge untuk memenuhi kebebasan
saksi dan tersangka mengungkapkan pendapat dan
menjamin perwujudannya.

Penegakan prinsip keterbukaan dalam penegakan hukum dan
perlindungan HAM atas penggunaan saksi a de charge,
selaras dengan Hannum 227 mengenai kebebasan setiap
orang untuk berbicara secara rasional bagi menurut harkat
dan martabatnya serta bagi pengembangan pribadi (self

development), survive dan penentuan sikap.
Keterbukaan dalam penggunaan saksia de charge menjadi

—salah-satu-yang-prinsipiyang mutlak harus dipenuhi oleh

aparat penegak hukum khususnya penyidik di Kepolisian
Merauke, sebab seperti dikemukakan oleh Hannum?2?®¢ bahwa
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secara universal, setiap manusia mempunyai hak secara
merata, tidak boleh dihentikan statusnya sebagai manusia
dan hak-haknya berbicara dan memperoleh informasi yang
dibutuhkan.

Dalam pandangan Hannum bahwa, betapa tidak
manusiawinya perlakuan yang barangkali dideritanya oleh
setiap orang termasuk tersangka yang tidak mendapatkan
hak-haknya. Orang itu memiliki hak-hak asasi manusia dan
diberdayakan oleh hak-hak tersebut. Hal ini juga berarti
bahwa dalam penggunaan saksi a de charge, saksi dan
tersangka berhak untuk berbicara dan memperoleh informasi
yang dibutuhkan dalam penggunaan saksi a de charge yang
tidak boleh dihambat oleh siapapun termasuk penyidik.

Terkait dengan hak saksia de charge dan tersangka
untuk berbicara dan memperoleh informasi yang dibutuhkan,
penulis sepakat dengan Leszek Kolakowski 22° bahwa dalam
suatu masyarakat yang cenderung dan motivasi tinggi
memberi hak-hak kepada hak - hak individu akan selalu
berhadapan” dengan individu lain, sehingga anggota
masyarakat egoistik, sifat tersebut bukan hasil dari
pengurangan hak - hak manusia berdasarkan hukum alam,
sehingga perlu ditekankan dan “diselamatkan” lewat sistem
ekonomiyang mengurangi konflik.

2. Prinsip Keadilan
Secara umum, hukum positif senantiasa menghendaki

keadilan sebagai output dari suatu proses peradilan
pidana. Demikian pula halnya bahwa, keadilan menjadi
salah satu prinsip paling mendasar dalam perlindungan
HAM. Hal ini berarti bahwa baik hukum maupun HAM sama
-sama menghendaki tegaknya prinsip keadilan.

Terkait dengan prinsip keadilan tersebut, Austin dalam
Donnelly & Rhoda?®*® menegaskan bahwa setiap masyarakat
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asing bagi semua masyarakat utama pra moderen di Barat maupun bukan
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memiliki pengertian mengenai keadilan, kejujuran, martabat,
dan rasa hormat, namun hak-hak asasi manusia hanyalah
merupakan salah satu jalur untuk melaksanakan konsep
tertentu mengenai keadilan sosial. Seluruh umat manusia,
termasuk tersangka yang berstatus sebagai manusia,
memiliki hak-hak tertentu yang tak dapat dipindahtangankan
yang dapat mereka laksanakan terhadap masyarakat dan
penguasa.

Sehubungan dengan proses penggunaan saksi a de
charge sebagai hak tersangka, temuan hasil penelitian
menunjukkan bahwa, ada tersangka atau terdakwa yang
memperoleh kesempatan mengajukan saksi meringankan
atau menguntungkan baginya, namun demikian tidak sedikit
pula tersangka atau terdakwa yang tidak mendapatkan
kesempatan yang demikian.

Dalam hal saksi, fenomena yang menonjol bahwa, ada
saksi meringankan tidak dapat memberikan kesaksian atau
keterangan di depan penyidik karena halangan-halangan
atau hambatan psikologi tertentu seperti takut, merasa tidak
nyaman diinterogasi dan diintimidasi. Selain itu, ada saksi a
de charge tidak pernah mendapat panggilan secara resmi
sehingga batal memberikan kesaksian, bahkan ada saksi a
de charge yang seolah sengaja diabaikan atau
disembunyikan agar tersangka atau terdakwa yang
bersangkutan tetap di penjara.

Sebaliknya, ada saksi a de charge dari tersangka atau
terdakwa tertentu yang didampingi penasihat hukum tidak